
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 242, 2019  ADMINISTRASI. Pemerintahan. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 82 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan 

Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan 

Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara 

Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 20l9-2024, perlu 

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan;   

 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4586); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5035); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang 

Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5060); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5168); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem 

Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6053); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); 

11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 

Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 202); 

12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 

 

BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 

Pasal 1 

(1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

(2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin 

oleh Menteri. 

 

Pasal 2 

(1) Dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri 

sesuai dengan penunjukan Presiden. 

(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. 

(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri. 

(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri 

dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian. 

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi: 

a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau 

pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan 

b.  membantu Menteri dalam mengoordinasikan 

pencapaian kebijakan strategis lintas unit 

organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau 

eselon I atau di lingkungan Kementerian. 

 

Pasal 3 

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan 

unsur pemimpin kementerian. 
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Pasal 4 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang 

pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan 

kebudayaan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi 

pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan 

karir pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga 

kependidikan lintas daerah provinsi; 

c. penetapan standar nasional pendidikan dan 

kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan 

dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan 

nonformal; 

d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi; 

e. pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga 

kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta 

pengelolaan kebudayaan; 

f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 

pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan 

kebudayaan; 

g. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar 

budaya dan pemajuan kebudayaan; 
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h. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman 

nasional; 

i. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan 

pelindungan bahasa dan sastra Indonesia; 

j. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan; 

k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas 

pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; 

l. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan 

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kementerian; 

m. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang 

menjadi tanggung jawab Kementerian; 

n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan 

Kementerian; dan 

o. pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian. 

 

BAB II 

ORGANISASI 

 

Bagian Kesatu 

Struktur Organisasi 

 

Pasal 6 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: 

a. Sekretariat Jenderal; 

b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 

c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 

d. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; 

e. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; 

f. Direktorat Jenderal Kebudayaan; 

g. Inspektorat Jenderal; 

h. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan;  

i. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan 

j. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan 

Kebudayaan. 


